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Penbukaak, Penunpgalan, dan Penegrian
Sckolah Menenpgah Unun Tingkat Pertana

Mewlsgl PusDIDIKAN DA KEBUDAIAA“’

Meninbang { a, bahwa berdasarkan Keputusau Menteri Pendidikan dan Kew:
budayaan tanggal 22 Desenber 1978 No,0370/0/1978 teloh di-
tetapkan Susunan Orginigiti—den Tata Kerja Sekolah Mew
nenpah Unun Tingkat Pertanag

be bahwa untuk neningkatkan daya tampur; sckolah nenengah unun
tingkat pertana negeri sesuai dengan kcbutuhan nasyarakat
yang nakin neningkat, dipandang perlu nenetapkan penbukaan,
penunggalan, dan penegrian Sekolah Menengah Upnun Tingkat
Pertana;

Mengingat : 14 Keputusan Presiden Republik Indonesiaj
" ae Nomor 44 Tahun 19743
b, Nomor 40/M Tahun 19803
ce Yomor 45/M Tahun 19833
d, woror 15 Tahun 1984;

2o Koputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaani
a, tanggal 22 Descmber 1978 No,0370/0/1978
b, tangmal 30 Juni 1979 Mo,0145/0/1979;
ce tanszal 11 September 1980 Noa0222b/0/1980¢
de tanpgal 1k Maret 1983 Mo, 0172/0/1983 dan Moe0173/0/1983;

® .
:‘ lenperhatikan: Persetujuan Menteri BNepara Pendagagunaan Aparatur begara

r.qib

dalan suratnya bonmor B_8L47/1/MawPAN/10/84 tanspal 31 Oktober
1984

\ Menctapkan 2

§ Pertana : a. Menbuka Sekolah Menengah Ununm Tingkat Pertana (SMP) Negeris
b, Menunzgalkan Filial SMP negeri menjadi SMP Neperij
¢, Menczerikan SMFP Swasta menjadi SMP Megeri,
dibeberapa Propinsi sebagaimana terscbut pada Lampiran I Kee
putusan ini.

~ ~* Kedua : Kedudukan, tusas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata
kerja SUP Heserd terscbut pada diktun “Pertama” diatur sesuai
dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kew
budayaan tangpal 22 Desenber 1978 No} 0370/0/1978.

Menupaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan di Propinsi yan: bersangkutan untuk nclaksanae-
kan ketentuar tersebut pada diktum "Pertopa' bagi sekolah
yang berada di wilayahnya,

Kcenpat

Kelina Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi nosing-
masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada
rnata an-garan sebagainana tersebut pada kolon 7 Lappiran I
Keputusan ini dari Angzaran Pendapatan dan Belanja Departenen
Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tohun-

tahun selanjutnya pada mata an;garan yang selaras denpan itue

-

Keenan : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia
adalah 54844 (lima ribu delapan ratus delapan puluh cripat) buah
tersebar di 27 (dua puluh tujuh ) Propinsi,

Ketujuh ca@eccecgonposcas



v

Ketujuh : Halehal lain yans belum diatur dalam Keputusan ini akan

diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan : Keputusan ini nulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984,

Ditctapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Nopember 1984,
MunDsKI PuwDIDIKAN Dilv KEBUDAYAAN
Ae.ll, b . N
Sckretaris Jenderal,
; : teteds
SQuTAnTO WIRJOPRASONTO

SALINAN Keputusan ini disempaikan kepada
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12,

13,
. 14,
15.
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17.

23.
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25
26,
27

Sckretariat Negara,

Sckretariat Kabinet,

Senua Menteri Koordinator,

Senua Menteri Megara,

Senua Menteri,

Senua Menteri Muda,

Sekretaris Jeideral Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Semua Direktur Jenderal dalam lingskuncan Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaany i :
Kepala Badar Penclitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Semua Sekretaris Itjen, Vitjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan,

Semua Direktarat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Depar-
temen Pendidikan dan Kebudayaan,

Ditjen Hukum dan Perundang-undan;an Departemen Kehakiman,

Scmua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, :

Senua Koordinator Koordinasi Perpguruan Tinggi Swasta,

Serua Univ/Inst/Seck.Tingri/Akadeni dalfm lingk. Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

Badan Peneriksa Keuangan,

Ditjen Angparan,

Ditjen. Pajak, 3 g

Dit, Perbendaharaan Negara Ditjen. #nggaran Departenen Keuangan,

Semia Kantor Perbendaharaan Negara,

Badan Administrasi Kepegawaian Negara,

Lembaga Administrasi “epara,

Ketua DPR-RI

Konisi IX DPﬁ_RI, :

Tang bersangkutak uttuk dipergunakan seperlunyas.

Salinan sesuai dengan aslinya

Salinan dari salinan sesuai A.n, Kepala Bagian Penyusun Rancangan

dehpan aslin

Peraturan Perundanpg-undangan Departenen

pall ag Lya g o T
A.n" LPATA 5IDAKG DIKMaNTUM KanWIL Pendidikan dan Kebudayaan,

. DEPDIKSUD PROPINSI Jalia DARAT Kepala Sub Bagian Panggandaan

W i - - .
rﬂ_KEPalc ?__1_Sarana Pendidikan Peraturan Perundang-undangan,

PECy
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